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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

UNHCR telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk 

melindungi pengungsi perempuan Rohingya di Indonesia dari diskriminasi dan 

ancaman kekerasan. Pertama, dilakukan pendataan pengungsi berdasarkan 

jenis kelamin dan usia untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik, seperti 

layanan medis dan dukungan psikologis guna memastikan bantuan yang 

diberikan tepat sasaran. Kedua, UNHCR menyediakan layanan pendampingan 

bagi korban kekerasan atau pelecehan seksual dengan fokus pada pemulihan 

psikologis, penanganan trauma, dan pemberdayaan diri. Ketiga, akses 

pendidikan diberikan kepada pengungsi perempuan dan anak-anak sebagai 

upaya meningkatkan kualitas hidup, membangun keberdayaan, dan 

memberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas di luar kamp pengungsian. 

Disisi lain, upaya yang telah dilakukan UNHCR menghadapi 

sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana yang menyebabkan keterlambatan 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembatasan pergerakan pengungsi oleh 

pemerintah yang membatasi aktivitas di luar kamp pengungsian, serta 

hambatan komunikasi akibat perbedaan bahasa dan budaya. Dalam rangka 
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mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara UNHCR, 

Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, dan masyarakat lokal. Pendekatan 

yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan perlindungan  lebih efektif, 

humanis, dan berkelanjutan bagi Pengungsi Perempuan Rohingya. 

B. Saran 

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai peran UNHCR dalam 

memberikan perlindungan Pengungsi Perempuan Rohingya di Indonesia 

berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi, maka penulis menyarankan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. UNHCR harus menjunjung tinggi Statuta Komisariat Tinggi PBB 

Urusan Pengungsi yang secara khusus tercantum dalam Pasal 8 

dan mengikuti prosedur sesuai dengan Partnership: an Operations 

Management Handbook for UNHCR's Partners. UNHCR juga 

harus mengingat bahwa status pengungsi Rohingya di Indonesia 

ditentukan oleh UNHCR sebagai pengungsi mandat, maka 

UNHCR harus memenuhi kewajibannya. 

2. UNHCR perlu lebih proaktif menjalin koordinasi dengan 

pemerintah Indonesia. Langkah ini sejalan dengan konsideran 

butir 2 Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi yang 

menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam 

pengelolaan pengungsi. Sinergi antara UNHCR dan pemerintah 
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Indonesia dapat diwujudkan melalui pemberian akses bagi 

pengungsi terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan 

psikososial. 

3. Indonesia berinisiatif dengan mengajak negara ASEAN lainnya 

untuk membentuk pengadilan HAM regional di kawasan ASEAN. 

Hal tersebut sebagai bentuk langkah untuk mempertegas 

komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia, sekaligus menciptakan mekanisme regional yang 

lebih kuat untuk menangani isu-isu berkaitan dengan hak asasi 

manusia, seperti pengungsi Rohingya. 

4. UNHCR perlu menjalin kerja sama dan bersinergi dengan 

pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Aceh yaitu mendorong 

kebijakan yang memberikan izin bagi pengungsi untuk melakukan 

aktivitas di luar kamp, seperti bekerja, mengikuti pelatihan, dan 

mengakses pendidikan dengan tetap menghormati nilai budaya 

lokal serta menjaga stabilitas keamanan di Aceh. 
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